KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR I4TAHUN 2016
TENTANG

2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan,;

1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Badan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan

Pasal 2

Badan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pajak daerah, bidang perimbangan keuangan
daerah, anggran, perbendaharaan, akuntansi, dan barang milik daerah

untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Badan Keuangan sebagaimana dimgksud pada Pasal 2 terdiri dari :



a. Sekretariat membawahkan :
1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian,
2) Subbagian Program Pelaporan;

3) Subbagian Umum dan Keuangan.
b. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan; dan
3) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Pelaporan.
c. Bidang Perimbangan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang,
membawahi:
1) Sub Bidang Dana Perimbangan; dan

2) Sub Bidang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

d. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:

1) Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung;
2) Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung; dan

3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.

e. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawabhi:

1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
3) Sub Bidang Administrasi BUD.

f. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, membawabhi:

1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Akuntansi; dan

2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban

g. Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang,
membawahi:
1) Sub Bidang Perencanaan BMD;
2) Sub Bidang Penatausahaan BMD; dan

3) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian BMD.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.






